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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dan tahun yang 

digunakan sebagai dasar perencanaan Tahun pertama RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 

2025-2029.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan 

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 yang disusun dengan 

pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up yang mencerminkan 

komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan, dimana 

rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 

mengacu dan memperhatikan Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas 

pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi 

acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-

masing dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2026. 

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem 

perencanaan pembangunan nasional yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat RKPD 

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang 

sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 

Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, 

kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.penyusunan RKPD 

Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana 

termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang memuat sasaran dan prioritas nasional.  

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara 

Tahun 2025-2045 adalah “TAPANULI UTARA MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”. 

Selanjutnya, periode jangka panjang 2025-2045 tersebut dibagi dalam tahapan jangka 

menengah dengan durasi lima tahunan. Tahun 2025-2029 adalah periode Rencana 

Pembangunan jangka menengah tahap pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang mempunyai Visi  
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“ BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN KABUPATEN TAPANULI 

UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”. 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka  melakukan 

perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai 

kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan 

konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap 

menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan 

Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang 

melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah 

dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan 

sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, 

berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran 

tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKPD 

merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis 

yang tanggap akan perubahan. Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan 

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program 

(money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif 

dan Spasial (THIS) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah.  

Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2026. 

Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2026 akan tercermin 

pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026. 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 

Kabupaten Tapanuli Utara 2025 adalah : 
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1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) yang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2025-2045, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah 1.        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 288); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Nomor 152 

Tahun 2017); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor 3). 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, serta dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2025-2029, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 

2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Keterkaitan antar dokumen 

perencanaan disajikan pada gambar berikut. 

a. RKPD dan RPJPD 2025-2045 

RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD 

yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan 

sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahap pertama yang 

telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN.  

b. RKPD dengan RPJMD 2025-2029  

RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari 

RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara 

bersamaan, sehingga RKPD ini mengacu pada dokumen RPJMD yang telah disusun. RKPD 

berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung 

target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam 

mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD. 

c. RKPD dan Renja PD 

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.  

d. RKPD dan APBD  

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun 

berdasarkan RKPD.  

e. RKPD dan RTRW  

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, 

rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Utara sebagai 

dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. 

f. RKPD dan RPKD 

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program 
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dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 

hal penurunan angka kemiskinan. 

g. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi Dalam siklus manajemen 

pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan 

penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 

5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan 

nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah 

(Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra 

PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 

 

1.3.1 Keterkaitan RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun 2026 mempunyai keterkaitan dengan arah kebijakan 

pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2026, dengan memperhatikan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP 

Tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk 

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan 

kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, 

partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah 

keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan 

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh 

semua pemangku kepentingan. 
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1.3.2 Keterkaitan RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2026 

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 merupakan acuan bagi seluruh 

Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program 

dan kegiatan yang terintegrasi. Memperhatikan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2026, RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 mempunyai keterkaitan dengan arah 

kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RKPD Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2026, dengan memperhatikan tema, arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Arah kebijakan 

pembangunan Provinsi Sumatera Utara merupakan pedoman untuk merumuskan 

prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta rencana program dan 

kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, 

partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera 

Utara adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program 

dan kegiatan pembangunan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang 

ditetapkan dalam RKPD Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara nyata oleh semua 

pemangku kepentingan. 

1.3.3 Keterkaitan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 dengan Perubahan RPJMD 

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 

RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan RKPD tahun ke-II (Kedua) 

periode Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. RPJMD menjadi 

pedoman dalam penyusunan RKPD, dimana RKPD merupakan penjabaran tahunan dari 

RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun 

Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). 

RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan 

yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu 

Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Derah dan tentu saja akan memperhatikan 

dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD). 

Sebelum RAPBD ditetapkan, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam 

menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas lebih tajam sebelum sampai kepada 

rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan 

daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan 

prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon 

anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran 

per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, 

perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua 

rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD. 

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis 

dalam penyelenggraan pemerintah daerah, mengingat : 
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1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonmi dan keuangan daerah, rencana 

program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, 

lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib 

dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun; 

2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Prioritas Plafos Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah 

untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 

3. Secara operasional, memuat arahan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah 

dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang 

menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; 

4. Secara factual, menjadi acuan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 adalah sebagai 

acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah untuk tahun 2026. Adapun 

tujuannya adalah: 

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. 

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan. 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

4. Mewujudkan Keselarasan pembangunan melalui program yang mendukung program 

prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 
 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang mencakup: 

1.1. Latar Belakang 

Menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tapanuli Utara Tahun 2026. 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan  

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026. 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli 

Utara Tahun 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.  

1.4. Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026.  
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1.5. Sistematika Dokumen RKPD 2026 

Memuat sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli 

Utara Tahun 2025. 

BAB II.  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Menyajikan data dan informasi gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RKPD Tahun 

sebelumnya: 

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018-2024. 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat. 

Menjelaskan realisasi/capaian program dan kegiatan serta pencapaian indikator RKPD 

Tahun 2024. 

2.3 Aspek Daya Saing Daerah  

Menyampaikan permasalahan utama maupun target pembangunan di Kabupaten Tapanuli 

Utara yang memerlukan solusi dan akselerasi pembangunan yang lebih komprehensif. 

2.4 Aspek Pelayanan Umum 

2.5 Gambaran Keuangan Daerah 

2.6 Evaluasi 

2.7 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan 

Daerah 

BAB III.  KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi  

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, Provinsi Sumatera Utara 

dan Kabupaten Tapanuli Utara, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 

2026.  

3.2. Tantangan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2026 

serta pendanaan pembangunan lainnya. 

BAB IV.  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan 

4.2. Keselarasan dan Dukungan Tematik 

Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan 

Kabupaten Tapanuli Utara. 

4.3. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara 

4.4. Prioritas Pembangunan 

4.5. Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional 

4.6. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD 

BAB V.   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun 

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian 
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kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus 

mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat 

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah 

5.2. Rencana Pendanaan 

BAB VI.  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah 

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah  

BAB VII.  PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Sumatera Utara 

memiliki potensi sumber daya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan 

utama dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara 

keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis dan potensi demografi (sumber daya manusia) 

serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan factor-faktor lingkungan strategis lainnya. 

Berdasarkan beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Tapanuli 

Utara. 

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai 

karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah 

terhadap  bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan 

penduduk, komposisi, dan populasi penduduk. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten 

Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah Administrasi, letak dan kondisi 

geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi 

penggunaan lahan.  

 

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian 

antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli 

Utara diapit atau berbatas langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan 

dengan Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan 

dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasudutan dan Tapanuli Tengah. 

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1020’-2041’ Lintang Utara dan 

98005’-99016’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km2 yang 

terdiri dari luas daratan 3.793,71 km2 dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km2. perhitungan 

luasan ini didasarkan pada amanat undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan 

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang 

mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli 

Utara dan Humbang Hasundutan. Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli 

Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Secara 

administratif pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 

241 desa sebagaimana pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1   Nama dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 

No Kecamatan Ibu Kota Desa Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km) 

% Total 

Luas 

1 Parmonangan Parmonangan 14 - 257.35 6,78 

2 Adiankoting Adiankoting 16 - 502.9 13,26 

3 Sipoholon Sipoholon 13 1 189.2 4,99 
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No Kecamatan Ibu Kota Desa Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km) 

% Total 

Luas 

4 Tarutung Tarutung 24 7 107.68 2,84 

5 Siatas Berita Siatas Berita 12 - 92.92 2,45 

6 Pahea Julu Onan Hasana 18 1 165.9 4,37 

7 Pahea Jae Sarulla 12 1 203.2 5,36 

8 Purbatua Parsaoran Janji 

Angkola 

11 - 191.8 5,06 

9 Simangumban Simangumban 8 - 150 3,95 

10 Pangaribuan Pangaribuan 26 - 459.25 12,10 

11 Garoga Garoga 13 - 567.58 14,96 

12 Sipahutar Sipahutar 25 - 408.22 10,76 

13 Siborongborong Siborongborong 20 1 279.91 7,38 

14 Pagaran Sipultak 14 - 138.05 3,64 

15 Muara Muara 15 - 79.75 2,10 

Jumlah 241 11 3,793.71 100 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 

Km2 atau 14,96 persen dari luas Kabupaten dan Kecamatan yang terkecil luasnya adalah 

Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km2 atau 2,10 persen. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 

bentang alam dengan struktur alam yang melintasi pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari 

Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara. Gambar peta wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
 

 
Gambar 2.1   Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 
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Topografi 

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembang dengan suhu 

antara 120C -28 0C. kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150-1.700 meter di atas 

permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan 

potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan 

berada pada ketinggian dengan kisaran < 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan, 

Sipahutar, Siatas Baria, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu kecamatan yang 

bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu 

kecamatan Parmonangan, Adiankoting, Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. 

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu 

daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen dan daerah miring 

sebesar 3,16 persen dan daerah terjal 44,35 persen 

Hidrologi 

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, yang 

menjadi salah satu penopang utama sektor pertanian. Potensi ini bersumber dari dua hal utama: 

curah hujan tahunan yang relatif tinggi dan keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) 

strategis di wilayah ini. Kombinasi keduanya menjadikan Tapanuli Utara memiliki peluang besar 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan air untuk mengairi lahan pertanian melalui sistem irigasi 

yang terencana dan berkelanjutan. Secara klimatologis, wilayah Tapanuli Utara termasuk daerah 

dengan tipe hujan yang merata sepanjang tahun, meskipun tetap terdapat periode puncak hujan 

dan kemarau pendek. Rata-rata curah hujan tahunan yang tinggi, dengan distribusi yang cukup 

baik, menciptakan kondisi yang mendukung ketersediaan air permukaan dan air tanah untuk 

keperluan irigasi. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar masyarakat Tapanuli Utara 

menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun 

perkebunan. 

Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membentang di wilayah kabupaten menjadi 

faktor pendukung lain yang tak kalah penting. DAS berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang 

mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan air hujan ke sungai-sungai, danau, atau waduk 

yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk irigasi. Beberapa DAS besar 

dan kecil di Tapanuli Utara mengalirkan air sepanjang tahun, meskipun debitnya dapat 

berfluktuasi sesuai musim. DAS ini tidak hanya menjadi sumber irigasi permukaan, tetapi juga 

menopang ketersediaan air tanah melalui proses resapan. 

Pemanfaatan curah hujan dan DAS untuk irigasi di Tapanuli Utara diwujudkan melalui 

pembangunan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur irigasi, seperti jaringan irigasi teknis, 

setengah teknis, dan sederhana. Sistem ini memungkinkan distribusi air yang lebih teratur dan 

efisien ke lahan-lahan pertanian, sehingga petani dapat mengelola tanamannya dengan lebih 

baik, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, optimalisasi pemanfaatan curah hujan 

dan DAS di Tapanuli Utara akan diarahkan pada pembangunan sistem irigasi yang lebih modern 

dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk 

memantau kondisi cuaca dan ketersediaan air, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, dan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.  
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Tabel 2.2   Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara 

No Kecamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (Km2) 

1 Sipoholon Batang Toru, Kolang 18.920 

2 Pangaribuan Bilah, Batang Toru 45.925 

3 Adiankoting Batang Toru, Kolang 50.290 

4 Sipahutar DTA Danau Toba, Batang Toru 40.822 

5 Garoga Bilah, Batang Toru 56.758 

6 Tarutung Batang Toru 10.768 

7 Simangumban Batang Toru 15.000 

8 Purbatua Batang Toru 19.180 

9 Pahae Jae Batang Toru 20.320 

10 Pahae Julu Batang Toru 16.590 

11 Siborongborong DTA Danau Toba, Batang Toru 27.991 

12 Siatas Barita Batang Toru 9.292 

13 Parmonangan Batang Toru, sibundong, Kolang 25.735 

14 Pagaran Batang Toru, Sibundong 13.805 

15 Muara DTA. Danau Toba 7.975 

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kab. Tapanuli Utara 

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam tata 

ruang dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera Utara. Wilayah ini terletak di 

kawasan hulu berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) penting, yang menjadi sumber air bagi 

kabupaten dan kota di sekitarnya. Kondisi ini menempatkan Tapanuli Utara tidak hanya sebagai 

lumbung air, tetapi juga sebagai penentu keseimbangan hidrologis bagi ekosistem dan aktivitas 

ekonomi di wilayah hilir. 

Secara hidrologis, Tapanuli Utara memiliki enam daerah aliran sungai utama dengan 

karakteristik aliran dan daerah tangkapan yang berbeda-beda. Keberadaan DAS-DAS ini 

mendukung pasokan air permukaan yang melimpah, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, 

perikanan, industri, maupun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di berbagai wilayah. 

Keberadaan keenam DAS tersebut menjadikan Tapanuli Utara sebagai wilayah kunci dalam 

manajemen sumber daya air regional. Namun, posisi strategis ini juga menghadirkan tantangan, 

terutama terkait perlunya pengelolaan DAS yang terpadu, pengendalian alih fungsi lahan, dan 

mitigasi bencana banjir maupun kekeringan. Pengelolaan yang buruk di wilayah hulu dapat 

berdampak langsung terhadap ketersediaan air, kualitas air, dan stabilitas ekosistem di wilayah 

hilir. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempatkan pengelolaan DAS 

sebagai salah satu prioritas pembangunan lingkungan hidup dan pertanian. Langkah-langkah 

strategis yang dilakukan mencakup reboisasi di hulu sungai, pembangunan dan rehabilitasi 

jaringan irigasi, penguatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air, serta 

penerapan teknologi pengairan hemat air yang mendukung pertanian berkelanjutan dengan 

pengelolaan yang baik, keberadaan curah hujan yang cukup tinggi dan enam DAS utama ini akan 

terus menjadi modal alam yang menopang ketahanan pangan, energi, dan air bersih, tidak hanya 

bagi Tapanuli Utara, tetapi juga bagi wilayah-wilayah lain di Sumatera Utara yang bergantung 

pada pasokan air dari kawasan hulu ini. 
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Klimatologi 

Kondisi klimatologi memiliki peran penting dalam memahami sejauh mana pengaruh iklim 

terhadap fungsi ruang yang akan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Dalam 

konteks analisis daya dukung lahan, aspek klimatologi digunakan sebagai salah satu kriteria 

penilaian tingkat kesesuaian unit lahan untuk berbagai peruntukan, khususnya dalam bidang 

pertanian, kehutanan, permukiman, dan infrastruktur. Beberapa variabel utama yang 

memengaruhi kondisi klimatologi suatu daerah antara lain besaran curah hujan tahunan, suhu 

udara rata-rata, tingkat kelembaban udara, dan intensitas penyinaran matahari. Kabupaten 

Tapanuli Utara termasuk dalam wilayah beriklim tropis karena letaknya yang dekat dengan garis 

khatulistiwa. Iklim tropis di wilayah ini umumnya memiliki dua musim yang jelas, yakni musim 

kemarau dan musim penghujan, yang saling bergantian setiap tahunnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar 

kecamatan di wilayah ini memiliki curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 100–200 

mm/tahun. Hanya sebagian kecil wilayah yang mengalami curah hujan lebih tinggi, yaitu dalam 

rentang 200–300 mm/tahun. Suhu udara maksimum tercatat mencapai sekitar 29°C, sedangkan 

suhu minimum berkisar 17°C. Tingkat kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, yakni sekitar 

85,04%, yang mendukung pertumbuhan vegetasi dan keberlangsungan ekosistem alami di 

wilayah ini. Faktor geografis juga berpengaruh signifikan terhadap kondisi iklim di Tapanuli 

Utara. Letak kabupaten yang berdekatan dengan pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat 

menyebabkan wilayah ini menerima pengaruh orografis, di mana udara yang naik di lereng 

pegunungan akan mengalami pendinginan dan mengakibatkan presipitasi lebih tinggi di daerah 

tertentu. Kondisi ini menjadikan Tapanuli Utara memiliki potensi sumber daya air yang cukup 

melimpah serta kesuburan tanah yang baik untuk sektor pertanian, kehutanan, dan 

pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam lainnya. 

 

Gambar 2.2   Klimatologi Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 
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Geologi 

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh jenis batuan 

sedimen aluvium muda dan alluvium tua. Berdasarkan hasil analisis peta geologi yang 

dikeluarkan pusat penelitian dan pengembangan Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan 

sekitarnya tergolong ke dalam tipe formasi pematang yang terdiri dari komposisi serpih merah 

dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau pesisir dan konglomerat breksi. Hasil penelitian 

beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi kabupaten Tapanuli Utara adalah perairan 

antara masa tersier dan masa kuarter yaitu pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung 

ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh liparitsche effusifa yang menghasilkan tanah 

dengan jenis podsolik yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang bervariasi di 

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik sebagai salah satu bahan 

pembentuk batuan sumber daya mineral. 

Selain itu, Kabupaten Tapanuli Utara berada di situs geologi yang terdapat di kawasan 

Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 situs geologi utama yang dapat menceritakan tema 

Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano. Penyebaran situs geologi utama yang ada di 

Kawasan Geopark Kaldera Toba tersebut berada di 7 Kabupaten yang memiliki lintas geopark 

yang terhubung satu dengan yang lainnya., yaitu di situs HUT Hutaginjang-Muara Rentetan 

dinding Kaldera Supervolcano Toba juga dikenal sebagai Kaldera Sibandang yang menghasilkan 

Tuf Toba termuda dan situs MUS Muara Sibandang, Post-Calderic Volcanism kubah-kubang 

tertutup diekstrusi di bagian Selatan-Barat Danau Toba melalui beberapa sesar yang berada di 

Kecamatan Muara. 

Ekoregion 

Ekoregion merupakan satuan wilayah geografis yang memiliki kesamaan karakteristik 

biofisik, meliputi iklim, jenis tanah, ketersediaan air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi 

manusia dengan lingkungannya. Konsep ini penting dalam perencanaan pembangunan 

berkelanjutan karena menggambarkan integrasi sistem alam dengan aktivitas manusia. 

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki ekoregion yang khas, didominasi oleh tipe ekoregion kerucut 

dan lereng gunung api yang terbentuk dari aktivitas vulkanik masa lalu. Ekoregion ini mencakup 

luas sekitar 121.613,21 hektar atau 31,99% dari total wilayah kabupaten. Persebaran terbesar 

berada di Kecamatan Siborongborong seluas 32.375,27 hektar, disusul Kecamatan Pangaribuan 

seluas 26.125,91 hektar, dan Kecamatan Sipahutar seluas 21.152,16 hektar. 

Kondisi biofisik ini tidak hanya mempengaruhi struktur tanah dan kesuburan lahan, tetapi 

juga berdampak pada tata air, keanekaragaman hayati, serta potensi pemanfaatan ruang untuk 

berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, hortikultura, maupun konservasi. Dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, penataan ruang dilakukan 

dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan 

untuk kegiatan produktif. Pola ruang Kabupaten Tapanuli Utara membagi wilayah menjadi 

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sekitar 37,1% wilayah ditetapkan sebagai kawasan 

lindung, yang meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, serta kawasan lindung setempat yang 

memiliki fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air, sempadan sungai, dan kawasan 

rawan bencana. Kawasan lindung ini berperan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, 

mengurangi risiko bencana, serta menjamin keberlanjutan sumber daya air. 
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Sementara itu, sisa wilayah dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, yang meliputi hutan 

produksi, hutan produksi terbatas, lahan kering, lahan basah, perkebunan, hortikultura, dan 

permukiman. Kawasan budidaya ini menjadi ruang utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat, 

khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya 

dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, termasuk penerapan praktik pertanian ramah 

lingkungan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan pengembangan komoditas unggulan 

daerah. 

Dengan pengelolaan yang tepat, keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan 

budidaya di Kabupaten Tapanuli Utara dapat terjaga, sehingga memberikan manfaat ekologis, 

sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat. 

 

Gambar 2.3   Wilayah Ekoregion Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 

Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pada RTRW Kabupaten 

Tapanuli Utara menyisihkan sekitar 37,1 persen wilayahnya sebagai kawasan lindung dan 

sisanya  diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, 

hutan suaka alam dan kawasan lindung setempat. Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, 

hutan produksi terbatas, lahan kering, lahan basa, perkebunan, hortikultura dan permukiman. 

Rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 2.3    Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037 

Pola Rencana Tata Guna Lahan Luas (ha) 

Lindung  Hutan Lindung 127.994,23 

Lindung Hutan Suaka Alam 2.208,28 

Lindung Setempat  10.575,14 

Sub Total 140.777,65 

Budidaya  Hutan Produksi 22.449,78 

Budidaya  Hutan Produksi Terbatas 59.338,05 

Budidaya  Lahan Kering 67.370,74 

Budidaya  Lahan Basah 13,924,41 

Budidaya  Perkebunan 30.583,82 

Budidaya  Hortikultura 36.255,28 

Budidaya  Pemukiman  8.671,28 

Sub Total 238.593,36 

TOTAL 379.371,01 

    Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari potensi geografis, penduduk, ekonomi 

wilayah, sektor andalan, sektor penduduk, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta 

sektor transportasi dengan pendekatan kebijakan per wilayah. 

 Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini 

dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di 

wilayah Kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga 

potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan 

terintegrasi. Pengembangan potensi secara spesial dilakukan melalui kebijakan pengembangan 

kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah secara kewilayahan 

diarahkan menjadi lima pusat pelayanan, yaitu: 

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan tarutung.  

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong 

3. Pusat Pelayanan Kawasan(PPK), mencakup kawasn perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae. 

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), mencakup pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, 

Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar, muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barita, 

Adiankoting, dan Parmonangan. 

5. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau toba dan sekitarnya. 
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Gambar 2.4   Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037 

 

Selain pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang 

yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian 

lahan yang diarahkan untuk budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan 

kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki 

pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

wilayah. 

 

Tabel 2.4    Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara  

No. 
Rencana Pengembangan 

Kawasan 
Uraian 

I KAWASAN LINDUNG 

1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan ini  

mencakup Kawasan Hutan Lindung Batang Toru. 

2. Kawasan Perlindungan 

Setempat 

Kawasan yang berfungsi untuk menjaga fungsi utama sungai, waduk dan mata 

air. Kawasan ini mencakup daerah di sekitar Danau Toba, Kecamatan Muara. 

3. Kawasan suaka Alm, 

Pelestarian Alam dan 

Cagar Budaya 

Kawasan yang berfungsi menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 

yang tipe ekosistemnya masih alami (belum diganggu manusia). Kawasan ini 

mencakup Kawasan Suaka Alam Dolok Saut Kecamatan Pangaribuan dan 

Sijaba Huta Ginjang Kecamatan Muara serta Kawasan Konservasi 

Simangumban. 

4. Kawasan Lindung 

Geologi 

Kawasan yang memiliki gejala geologi yang meliputi kawasan rawan bencana 

alam geologi. Kawasan Lindung Geologi tersebar di Kecamatan Sipahutar, 

Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Adiankoting, 
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No. 
Rencana Pengembangan 

Kawasan 
Uraian 

Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan dan Garoga serta 

kawasan  yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 

II KAWASAN BUDIDAYA 

1. Kawasan Peruntukan 

Hutan Produksi 

Di Kabupaten Tapanuli Utara, total luasan hutan produksi dan hutan produksi 

terbatas mencapai 95.690 hektare. Kawasan ini menjadi sumber penting bahan 

baku bagi sektor kehutanan, sekaligus menjadi penyangga kehidupan 

masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada pemanfaatan 

sumber daya hutan. Selain itu, keberadaan hutan produksi juga berperan dalam 

menjaga fungsi hidrologis daerah, melindungi daerah aliran sungai (DAS), 

mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta 

mempertahankan keanekaragaman hayati. 

2. Kawasan Peruntukan 

pertanian 

Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian yang meliputi kawasan 

pertanian lahan basah untuk pengembangan tanaman pangan seluas 

36.839,193 Ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.500,01 Ha, kawasan 

tanaman tahunan/perkebunan seluas 16.159,001 Ha, kawasan pengembangan 

budidaya perikanan di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Pahae 

Jae, Siborongborong, Purbatua dan Muara seluas + 4.570 Ha dan kawasan 

pengembangan peternakan ternak kecil di 15 kecamatan dan pengembangan 

ternak besar di Kecamatan Siborongborong, Muara, Parmonangan, Pagaran, 

Sipoholon, Garoga, Pangaribuan,  Sipahutar dan Tarutung. 

3. Kawasan Peruntukan 

Pertambangan 

Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertambangan bagi wilayah yang 

sedang maupun yang akan melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan 

galian golongan A, B dan C. Kawasan ini meliputi: 

(1) Kecamatan Parmonangan dan Pahae Julu berupa Kaolion. 

(2) Kecamatan Pangaribuan, Adiankoting dan Pahae Julu berupa Feldspar. 

(3) Kecamatan Simangumban dan Pahae Jae berupa Zeolit. 

(4) Kecamatan Pagaran, Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, Tarutung, 

Adiankoting berupa Batu Gamping. 

(5) Kecamatan Pahae Jae dan Parmonangan berupa Batu Apung. 

(6) Kecamatan Tarutung dan Pahae Julu berupa Belerang. 

(7) Kecamatan Siborongborong berupa gambut. 

(8) Kecamatan Pangaribuan berupa mika. 

(9) Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar dan Pangaribuan berupa 

tras. 

(10) Kecamatan Adiankoting berupa granit. 

(11) Kecamatan Pahae Julu berupa batu setengah mulia dan sabak. 

(12) Kecamatan Parmonangan dan Pangaribuan berupa silica. 

(13) Kecamatan Pahae Julu dan Simangumban berupa lempung. 

(14) Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung, Sipahutar, Siatas 

Barita, Siborongborong, Pagaran, Purbatua, Adiankoting berupa 

pertambangan panas bumi. 

(15) Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Adiankoting, Pahae Jae, 

Simangumban, Purbatua, Siborongborong, Sipahutar, Sipoholon, 

Pangaribuan, Parmonangan dan Garoga berupa bahan tambang mineral 

logam. 

4. 

 

 

Kawasan Peruntukan 

Industri 

Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan industri di Kabupaten Tapanuli Utara 

telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai bagian 

dari strategi pengembangan ekonomi daerah. Penetapan ini dilakukan untuk 

mengarahkan pertumbuhan sektor industri secara terencana, berkelanjutan, 

dan selaras dengan potensi sumber daya yang dimiliki wilayah. Berdasarkan 

RTRW, pengembangan kawasan industri dibagi ke dalam dua skala utama, 

yaitu industri kecil dan menengah (IKM).Industri kecil dan menengah 

diarahkan untuk berkembang di 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Tapanuli 

Utara. Penyebaran ini bertujuan agar aktivitas industri dapat mendorong 

pemerataan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal, 

serta menciptakan lapangan kerja di tingkat kecamatan. Jenis industri kecil dan 
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No. 
Rencana Pengembangan 

Kawasan 
Uraian 

menengah yang dikembangkan umumnya terkait dengan pengolahan hasil 

pertanian, perkebunan, perikanan, serta kerajinan berbasis kearifan lokal yang 

memiliki nilai tambah ekonomi. Sementara itu, pengembangan industri 

berskala besar diarahkan secara khusus ke Kecamatan Siborongborong dan 

Kecamatan Tarutung. Kedua kecamatan ini dipilih karena memiliki 

infrastruktur pendukung yang relatif memadai, akses transportasi yang baik, 

dan posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Tapanuli 

Utara.  

 

5.  Kawasan Peruntukan 

Pariwisata  

Kawasan yang berfungsi untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan 

bidang kepariwisataan, yang terdiri dari: 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi yang meliputi Panaroma 

Alam Hutaginjang dan Pulau Sibandang juga Pantai Muara di Kecamatan 

Muara, Air Soda di Parbubu, Air Panas di Sipoholon, Hutabarat, Ugan 

dan Saitnihuta serta Gua Natumandi di Kecamatan Tarutung; dan Pacuan 

Kuda di Kecamatan Siborongborong; 

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budidaya/sejarah yang meliputi Sopo 

Partungkoan dan Pohon Durian di Kecamatan Tarutung serta Situs Hindu 

Hopong di Kecamatan Simangumban; 

(3) Kawasan peruntukan wisata rohani meliputi Salib Kasih di Kecamatan 

Siatas Barita; Makam Munson & Lyman - Lobu Pining di Kecamatan 

Adiankoting; Kantor Pusat HKBP Pea Raja, Tugu Nomensen- Saitnihuta, 

Gereja Dame-Saitnihuta, Makam Pendeta Johansen - Pansur Napitu di 

Kecamatan Tarutung, Seminarium HKBP di Kecamatan Sipoholon dan 

Makam Pendeta Johannes Siregar di Kecamatan Muara. 

6. Kawasan Peruntukan 

Permukiman 

Kawasan yang berfungsi untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghimpunan. 

Kawasan ini terdiri dari: 

(1) Kawasan permukiman berkepadatan tinggi di Kecamatan Tarutung, 

Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon dan Sipahutar; 

(2) Kawasan permukiman berkepadatan sedang di Kecamatan Pagaran, 

Garoga, Adiankoting, Muara dan Parmonangan; 

(3) Kawasan permukiman berkepadatan rendah di Kecamatan Siatas Barita, 

Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua dan Pangaribuan. 

III KAWASAN STRATEGIS 

1. Kawasan Strategis dari 

sudut kepentingan 

fungsi dan daya dukung 

lingkungan 

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh 

terhadao pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan aglomerasi dari 

berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi Kawasan Agropolitan Dataran 

Tinggi Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kawasan Minapolitan dan 

Kawasan Bandara Silangit. 

2. Kawasan Starategis dari 

sudut kepentingan 

fungsi dan daya dukung 

lingkungan 

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh 

terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi Kawasan Suaka 

Margasatwa Dolok Saut, Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang danKawasan 

Hutan Lindung Batang Toru. 

3. Kawasan Strategis dari 

sudut kepentingan social 

Budaya 

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, 

yang mencakup Kawasan Wisata Rohani dengan penekanan sosial budaya. 

4. Kawasan Strategi dari 

sudut kepentingan 

pendayaguanaan 

sumberdaya Alam 

dan/atau teknologi 

Tinggi 

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya 

alam dan/atau teknologi tinggi, yang mencakup Kawasan Sebaran Potensi 

Bahan Tambang dengan penekanan sumberdaya alam dan/atau teknologi 

tinggi; Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dan Kawasan Sebaran 

Potensi Tenaga Air dengan penekanan sumberdaya alam. 

     Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 
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Kabupaten Tapanuli Utara memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.793,74 km² yang 

dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan sesuai potensi dan fungsi strategisnya. Berdasarkan 

klasifikasi penggunaan lahan utama, proporsi terbesar dialokasikan untuk kegiatan pertanian, 

yang mencapai sekitar 38 persen dari total luas wilayah. Lahan pertanian ini mencakup berbagai 

komoditas unggulan daerah, seperti padi, jagung, kopi, kemenyan, dan hortikultura yang 

menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Dari sisi fungsi ekologis, Kabupaten 

Tapanuli Utara memiliki kawasan hutan yang cukup signifikan. Hutan lindung menempati porsi 

terbesar, yaitu 32,6 persen dari total luas daratan. Kawasan ini berfungsi penting dalam menjaga 

kelestarian sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekosistem. 

Sementara itu, hutan produksi terbatas menempati sekitar 12,9 persen wilayah, yang 

pemanfaatannya dibatasi dengan mengutamakan kelestarian lingkungan. Hutan produksi 

dengan fungsi utama menghasilkan berbagai produk hasil hutan menempati 12,3 persen dari 

luas wilayah kabupaten, yang pengelolaannya diarahkan secara berkelanjutan agar tetap 

mendukung perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan. 

Penggunaan lahan untuk permukiman relatif kecil, hanya sekitar 1,7 persen dari total luas 

daratan. Hal ini mencerminkan karakter wilayah yang masih dominan pedesaan dan didukung 

oleh ketersediaan ruang terbuka yang luas. Kawasan permukiman umumnya terkonsentrasi di 

ibu kota kecamatan dan desa-desa yang memiliki akses transportasi memadai. Pengaturan 

penggunaan lahan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki keseimbangan 

antara pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan 

sosial masyarakat. Proporsi yang besar untuk pertanian dan hutan memberikan potensi strategis 

bagi pengembangan sektor pangan, kehutanan, dan pariwisata alam, sekaligus menuntut 

pengelolaan ruang yang terencana untuk menjaga keberlanjutan sumber daya.  Penggolongan 

lahan ini dalam bentuk penggunaan lahan utama dapat dilihat pada berikut: 

 

Tabel 2.5    Penggunaan Lahan Di Kabupaten Tapanuli Utara 

No Jenis Guna Lahan Luas (km2) Persen (%) 

1 Hutan Lindung 1.236,7 32,6 

2 Hutan Produksi 0,4660 12,3 

3 Hutan Produksi Terbatas 0,4909 12,9 

4 Hutan Suaka Alam 0,0182 0,48 

5 Hutan Rakyat 0,2475 6,5 

6 Kawasan Sempadan Danau 0,0017 0,05 

7 Kawasan Sempadan Mata Air 0,0009 0,02 

8 Kawasan Sempadan Sungai Kecil 0,0154 0,4 

9 Kawasan Sempadan Sungai  0,0934 2,5 

10 Besar kawasan Tambang 0,0079 0,21 

11 Hortikultura 0,1761 12,3 

12 Perkebunan 0,1616 4,3 

13 Permukiman 0,0641 1,7 

14 Pertanian Lahan Basah 0,3684 9,7 

15 Pertanian Lahan Kering 0,4450 11,7 

Jumlah 3.793,74 100,00 

          Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 



 

 RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026                                                                          BAB II 13 

  

 

 

 

R K P D 
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

  

 

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung 

kehidupan dengan cara yang berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan 

kualitas lingkungan. Ini termasuk kemampuan untuk menyediakan sumber daya alam, 

mendukung ekosistem, dan menyerap limbah atau polusi. Sementara, Daya Tampung 

Lingkungan Hidup merupakan kapasitas lingkungan untuk menampung atau mengakomodasi 

dampak dari aktivitas manusia, seperti limbah, polusi, dan perubahan perilaku tanpa mengalami 

kerusakan yang signifikan. 

Daya Dukung Air 

Penentuan daya dukung air di Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan 

membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air masyarakat serta sektor pendukung 

lainnya. Ketersediaan air dihitung menggunakan metode koefisien limpasan, yang didasarkan 

pada informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Metode ini 

memperhitungkan besarnya air hujan yang dapat menjadi aliran permukaan dan terserap 

sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan. 

Sementara itu, kebutuhan air dihitung melalui konversi terhadap kebutuhan hidup layak, 

meliputi kebutuhan domestik, pertanian, peternakan, industri, dan fungsi lingkungan. 

Perhitungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai total volume 

air yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendukung aktivitas masyarakat dan 

keberlangsungan ekosistem. Melalui pendekatan ini, status daya dukung air suatu wilayah dapat 

diketahui. Jika nilai ketersediaan air lebih besar daripada nilai kebutuhan air, maka wilayah 

tersebut berada dalam kondisi surplus daya dukung air, yang berarti ketersediaan air mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sebaliknya, apabila ketersediaan air lebih kecil daripada 

kebutuhan air, maka wilayah tersebut mengalami defisit daya dukung air atau terlampaui, yang 

menunjukkan ketidakmampuan sumber daya air lokal untuk memenuhi kebutuhan yang ada. 

Kondisi surplus mengindikasikan peluang yang lebih besar untuk pengembangan sektor-

sektor yang membutuhkan air dalam jumlah signifikan, seperti pertanian dan industri, tanpa 

mengorbankan kebutuhan dasar dan fungsi ekologis. Sementara itu, kondisi defisit menjadi 

sinyal perlunya langkah mitigasi, efisiensi penggunaan air, serta pengelolaan sumber daya air 

yang lebih ketat, termasuk konservasi daerah resapan dan perlindungan hulu sungai. 

Adapun status daya dukung air di Kabupaten Tapanuli Utara secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 
Tabel 2.6    Status Daya Dukung Air Perkecamatan 

Kecamatan Defisit (Ha) Surplus (Ha) Selisih (Ha) 

Parmonangan 1,981 35.623,244 35.621,263 

Adiankoting 200,255 47.396,029 47.195,774 

Sipoholon - 15.941,748 15.941,748 

Tarutung 3.825,000 13.669,985 9.844,985 

Siatas Barita 6,750 10.349,843 10.343,093 

Pahae Julu 51,750 20.576,160 20.524,410 

Pahae Jae 6,750 12.202,845 12.196,095 

Purbatua - 18.617,248 18.617,248 
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Kecamatan Defisit (Ha) Surplus (Ha) Selisih (Ha) 

Simangumban 1,335 18.809,874 18.808,539 

Pangaribuan 24,320 51.782,273 51.757,953 

Garoga 2,413 45.189,297 45.186,884 

Sipahutar 13,500 37.736,423 37.722,923 

Siborongborong 3,829 32.479,914 32.476,085 

Pagaran 44,396 9.801,421 9.757,025 

Muara 49,241 5.734,973 5.685,732 

Tapanuli Utara 388,003 379.629,997 380.018,000 

    Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 

 

Ada pun peta status daya dukung Air Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 2.5    Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 

Status Daya Dukung Pangan 

Analisis daya dukung dan ketersediaan pangan dilakukan dengan pendekatan 

ketersediaan-kebutuhan. Indikator ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan dapat 

digunakan untuk menunjukkan apakah suatu wilayah dapat swasembada atau tidak. 

Perhitungan daya dukung dan ketersediaan pangan sama dengan analisa daya dukung lahan 

pertanian di mana mengacu pada konsep produktivitas lahan pertanian dalam mencukupi atau 

mendukung kebutuhan fisik minimum setiap penduduk artinya daya dukung baik jika produksi 

lahan mampu mencukupi kebutuhan khususnya pangan bagi penduduknya. Perhitungan daya 

dukung dan ketersediaan pangan dilakukan khususnya untuk komoditas padi/ beras. Parameter 

yang digunakan untuk mengukur tingkat daya dukung lahan pertanian terbatas pada empat 

indikator, yakni: luas lahan panen (ha), jumlah penduduk (jiwa), Kebutuhan Fisik Minimum 
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(kg/kapita/tahun) dan produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha). Perhitungan dan penentuan 

daya dukung pangan di Kabupaten Tapanuli Utara, dilakukan dengan mempertimbangkan 

seluruh hasil produksi pangan yang berasal dari hasil produktivitas pertanian, perikanan, dan 

peternakan. Status daya dukung pangan di Kabupaten Tapanuli Utara yang secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.7    Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan 

Kecamatan/Kabupaten Defisit (Ha) Surplus (Ha) Selisih (Ha) 

Parmonangan 5.187,552 30.437,673 25.250,121 

Adiankoting 8.054,247 39.542,037 31.487,790 

Sipoholon 10.010,250 5.931,498 -4.078,752 

Tarutung 10.125,000 7.369,985 -2.755,015 

Siatas Barita 4.173,750 6.182,843 2.009,093 

Pahae Julu 3.674,250 16.953,660 13.279,410 

Pahae Jae 2.736,000 9.473,595 6.737,595 

Purbatua 3.438,00 15.179,248 11.741,248 

Simangumban 3.303,577 15.507,632 12.204,055 

Pangaribuan 17.024,138 34.782,455 17.758,317 

Garoga 12.691,858 32.499,852 19.807,994 

Sipahutar 11.731,500 26.018,423 14.286,923 

Siborongborong 15.127,991 17.355,752 2.227,761 

Pagaran 7.917,916 1.927,901 -5.990,015 

Muara 3.625,587 2.158,627 -1.466,960 

Tapanuli Utara 92.180,747 287.837,254 195.656,507 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 

 

Adapun peta status daya dukung pangan pada Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.6    Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 
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2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian 

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan adalah program prioritas terintegrasi 

yang menjamin tersedianya tiga kebutuhan dasar pembangunan secara berkelanjutan dan 

berkeadilan. Program ini mengadopsi pendekatan Nexus (energi-air-pangan) yang memandang 

ketiga sektor sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung dan mempengaruhi, 

bukan sebagai sektor yang terpisah. Implementasinya mencakup pengembangan infrastruktur 

multifungsi, pengelolaan terpadu sumber daya, dan pemanfaatan teknologi adaptif yang 

mendukung efisiensi serta ketahanan menghadapi perubahan iklim dan tekanan populasi. 

Indeks Ketahanan Pangan 

Pangan adalah kebutuhan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. 

Ketahanan pangan adalah jaminan ketersediaan pangan untuk diakses oleh masyarakat. Dalam 

upaya menjaga ketahanan pangan, maka produktivitas pangan masyarakat harus bisa 

memenuhi kebutuhan, kemudian keterjangkauan terhadap pangan harus bisa diakses oleh 

seluruh masyarakat sehingga pemanfaatannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Indeks ketahanan pangan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketahanan 

pangan di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut: 

 
Gambar 2.7    Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara 

 

Sumber: Badan Pangan Nasional 

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung meningkat dari 77,84 

poin pada tahun 2020 menjadi 77,29 poin pada tahun 2023. Namun, jika dilihat dari komponen 

penyusun indeks tersebut, komponen keterjangkauan dan pemanfaatan pangan cenderung 

menurun. Nilai Keterjangkauan menurun dari 74,57 poin pada tahun 2020 menjadi 75,25 poin 

pada tahun 2023, sementara komponen pemanfaatan menurun dari 67,85 poin pada tahun 

2020 menjadi 65,19 poin pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa akses masyarakat 

terhadap pangan semakin menurun dan pemanfaatan pangan semakin berkurang. 
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Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 

merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang 

mengalami ketidakcukupan asupan energi (kalori) harian, sehingga tidak mampu menjalankan 

aktivitas kehidupan secara aktif dan sehat. Indikator ini tidak hanya menjadi cerminan langsung 

tingkat keberhasilan upaya ketahanan pangan, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur 

kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Pengukuran indikator ini penting karena mencerminkan kondisi nyata keterjangkauan 

pangan, baik dari sisi ketersediaan, akses fisik, maupun daya beli masyarakat. Tingginya 

prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan adanya kelompok penduduk yang 

rentan terhadap kelaparan, kekurangan gizi, dan penurunan kualitas hidup, yang pada akhirnya 

dapat berdampak terhadap produktivitas kerja, perkembangan anak, dan kesehatan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Indikator ini juga secara langsung terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 2: Zero Hunger, yang menargetkan 

penghapusan kelaparan, tercapainya ketahanan pangan, peningkatan gizi, serta pembangunan 

pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya penurunan angka prevalensi 

ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi prioritas penting dalam 

perencanaan pembangunan, baik melalui peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan 

distribusi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi, maupun penguatan 

jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. 

 
Gambar 2.8    Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan pusat Statistik 

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan cenderung meningkat dari 6,79 persen pada 

tahun 2020 menjadi 6,64 persen pada tahun 2024. Secara nominal, pada tahun 2024 terdapat 

sebanyak 21.712 orang penduduk yang kebutuhan pangannya belum terpenuhi. Tingginya angka 

prevalensi mencerminkan adanya masalah fundamental dalam sistem pangan daerah mulai dari 

produksi yang tidak mencukupi, distribusi yang tidak merata, hingga ketidakmampuan ekonomi 

masyarakat mengakses pangan berkualitas. Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi 

indikator ini mencakup kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur distribusi yang lemah, 

kerentanan terhadap guncangan iklim, dan ketergantungan impor pangan. 
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Konsumsi Listrik Per Kapita 

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat 

kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Secara teknis, indikator ini 

dihitung dengan membagi total konsumsi energi listrik suatu daerah dengan jumlah 

penduduknya. 
 

Gambar 2.9    Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 
Konsumsi listrik per kapita (kWh) di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi 

namun cenderung relatif stabil dari tahun 2020 sebesar 1.206,00 kWh menjadi sebesar 1.118 

kWh pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pemakaian tenaga listrik berdasarkan 

jumlah kWh energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Proporsi EBT dalam Bauran Energi 

Persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan 

dan tidak terbarukan). Energi Baru Terbarukan yang dimaksud berasal dari panas bumi, angin, 

bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, dan sumber energi lain yang dihasilkan oleh 

teknologi baru 

 

Persentase Konsumsi Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Total Konsumsi Energi 

Primer merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penggunaan energi ramah 

lingkungan dibandingkan dengan total energi primer yang digunakan, baik yang berasal dari 

sumber energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Energi primer sendiri mencakup seluruh 

bentuk energi yang tersedia di alam sebelum mengalami proses konversi atau transformasi, 

seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, serta 

tenaga air. Energi Baru Terbarukan yang dimaksud meliputi sumber energi yang secara alamiah 

dapat diperbarui dan ketersediaannya relatif berkelanjutan, antara lain: 

● Panas bumi (geothermal) 

● Tenaga angin (wind power) 

● Bioenergi (biomassa, biogas, biofuel) 

● Tenaga surya (solar power) 

● Tenaga air dari aliran dan terjunan air (hydropower) 

● Sumber energi lain yang dihasilkan melalui teknologi baru yang ramah lingkungan dan 

rendah emisi. 
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Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam transisi energi menuju bauran 

energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Peningkatan persentase EBT dalam konsumsi energi 

primer mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi 

fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan mendukung komitmen nasional terhadap target 

penurunan emisi sesuai Paris Agreement dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). 

Pengembangan dan pemanfaatan EBT juga sejalan dengan SDGs nomor 7: Energi Bersih 

dan Terjangkau, yang menekankan pentingnya akses energi yang andal, berkelanjutan, modern, 

dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi EBT di 

Kabupaten Tapanuli Utara perlu didukung melalui kebijakan investasi, pemanfaatan potensi 

sumber daya lokal, serta penguatan infrastruktur energi terbarukan yang efisien dan berdaya 

saing. 

Kapasitas Air Baku 

Kapasitas air baku mengacu pada volume air bersih yang tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat sebelum melalui proses pengolahan lebih lanjut. Parameter ini 

menjadi penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan karena menjadi penentu 

utama dalam penyediaan air minum, kebutuhan industri, dan irigasi pertanian. Sumber air baku 

utama biasanya berasal dari 1) Air permukaan (sungai, danau, waduk); 2) Air tanah (akuifer, 

sumur bor); dan 3) Air hujan yang ditampung. Kapasitas air baku yang memadai harus 

mempertimbangkan beberapa aspek penting 1) Keseimbangan antara ketersediaan dan 

kebutuhan; 2) Dampak perubahan iklim terhadap siklus hidrologi; dan 3) Kualitas air yang 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia. 

 
Gambar 2.10    Kapasitas Air Baku (m3/detik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & PLN 

Debit kapasitas Air Baku di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2020 

sebesar 161 m3/detik menurun di tahun 2023 menjadi 134 m3/detik. Hal ini menujukan bahwa 

terjadi penurunan ketersediaan air baku yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk keperluan 

domestik dan non domestik. Pengelolaan kapasitas air baku yang efektif memerlukan 

pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial 

masyarakat. 
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Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 

Akses air minum aman merupakan hak dasar bagi setiap individu untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari, seperti minum, masak, dan kebersihan pribadi. Rumah tangga 

dengan akses air minum aman berarti mereka memiliki sumber air yang bersih, terlindung dari 

pencemaran, dan tersedia secara konsisten. Akses ini sangat penting untuk mencegah penyakit 

yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi, seperti diare, kolera, dan penyakit menular 

lainnya. 

Akses Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman mengalami 

peningkatan dari 73,60 persen pada tahun 2020 menjadi 76,62 persen pada tahun 2023. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan layanan penyediaan air minum bagi masyarakat di 

Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mendukung peningkatan pemerataan kesejahteraan Rumah 

Tangga. 
 

Gambar 2.11    Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 

Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, lingkungan hidup berperan penting 

karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal. Lingkungan yang 

bersih dan sehat akan menurunkan risiko masyarakat terkena penyakit, seperti diare, tipes, dan 

sebagainya. Capaian lingkungan hidup yang berkualitas salah satunya dapat dilihat dari Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup yang mengukur kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Perkembangan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 2.12    Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

 
 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari 

70,14 poin tahun 2020 mencapai 77,81 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa 

indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara dalam kategori Baik.  Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup 

yang berkelanjutan dengan menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 

Akses sanitasi aman adalah ketersediaan fasilitas yang memungkinkan rumah tangga 

untuk mengelola limbah manusia (tinja dan urine) secara sehat dan higienis. Sanitasi yang baik 

meliputi toilet yang tertutup, sistem pembuangan limbah yang memadai, dan perilaku hidup 

bersih yang diterapkan masyarakat. 

 

Gambar 2.13    Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 

Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengalami fluktuasi dan cenderung 

meningkat dari 88,39 persen pada tahun 2020 menjadi 91,69 persen pada tahun 2023. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa semakin baiknya sanitasi yang tersedia pada rumah masyarakat. 

Peningkatan ini juga menunjukkan hasil dari upaya pemerintah dalam meningkatkan rumah 

layak huni bagi masyarakat.  

Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan persampahan adalah proses sistematis untuk mengelola limbah dari 

masyarakat, baik limbah padat maupun cair dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif 

terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia yang mencakup kegiatan pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang dilakukan secara terstruktur dan 

terintegrasi. 

Tabel 2.8    Indikator Pengolahan Sampah  

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas 

Pengolahan Sampah (%) 
- - - - - 

Proporsi RT dengan Layanan Penuh 

Pengumpulan Sampah (% RT) 
22,00 22,00 22,00 - - 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 
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Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah masih sama sejak tahun 2020 

hingga tahun 2022 sebesar 22,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan 

pelayanan persampahan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas 

pelayanan persampahan dengan memperluas area pengumpulan dan menambah fasilitas 

pengangkutan sampah agar seluruh wilayah dapat terjangkau. 

 
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

Kondisi geografi di Kabupaten Tapanuli Utara berpotensi mengalami bencana. 

Berdasarkan hasil evaluasi dari BPBN, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki risiko bencana yang 

tinggi. Hasil penilaian indeks risiko bencana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 
Gambar 2.14    Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPBN 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 

menurun dari 142,93 poin pada tahun 2020 menjadi 141,22 poin pada tahun 2021, namun 

sedikit meningkat hingga tahun 2023 menjadi 141,93 poin. 
 

 

Gambar 2.15    Tingkat Paparan Bencana Terhadap Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber: BPBN 
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Berdasarkan gambar tersebut, bencana gempa bumi akan berdampak pada seluruh 

masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian dampak bencana tertinggi kedua adalah cuaca 

ekstrim yang akan berdampak pada 65 persen populasi. 

 
2.1.7 Demografi 

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah 

kependudukan yang mencakup jumlah, pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran 

penduduk. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah 

penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, sebaliknya akan 

menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Untuk itu, peningkatan kualitas 

penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk. Jumlah 

penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut: 

 
Tabel 2.9    Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kecamatan 

 

Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 

Parmonangan 14.578 14.641 14.737 14.962 15.026 

Adiankoting 15.109 15.165 15.255 15.898 15.535 

Sipoholon 24.156 24.359 24.618 24.898 25.306 

Tarutung 42.831 43.212 43.694 43.987 44.958 

Siatas Barita 14.197 14.275 14.386 14.862 14.703 

Pahae Julu 13.494 13.615 13.768 13.814 14.168 

Pahae Jae 12.092 12.195 12.326 12.680 12.673 

Purbatua 8.168 8.215 8.282 8.282 8.469 

Simangumban 8.369 8.416 8.482 8.482 8.671 

Pangaribuan 29.765 29.979 30.263 30.877 31.034 

Garoga 18.214 18.350 18.530 18.997 19.013 

Sipahutar 27.828 28.041 28.319 28.849 29.067 

Siborongborong 50.641 51.226 51.936 51.936 53.726 

Pagaran 18.795 18.942 19.134 19.684 19.647 

Muara 14.521 14.591 14.694 14.894 14.997 

Total 312.758 315.222 318.424 323.102 326.993 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 sebanyak 326.993 jiwa, di 

mana Kecamatan Siborongborong merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak, yaitu 

sebanyak 53.726 jiwa, kemudian Kecamatan Tarutung sebanyak 44.958 jiwa, dan Kecamatan  

Pangaribuan sebanyak 31.034 jiwa. Dengan memperhatikan jumlah penduduk yang terus 

mengalami peningkatan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus bisa memastikan 

pelayanan publik terjangkau dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di setiap wilayah. 

Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka menunjukkan rata-rata tingkat 

pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan laju 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut: 
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Gambar 2.16    Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara  

Pada tabel berikut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan jumlah penduduk 

di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi rata-rata 

pertumbuhan jumlah penduduk yang positif di Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk tingkat 

pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Purbatua sebesar 1,70 persen dan untuk tingkat 

pertumbuhan paling rendah terdapat di Kecamatan Sipahutar sebesar 0,07. Namun demikian di 

beberapa Kecamatan masih tidak terjadi pertumbuhan penduduk seperti Kecamatan 

Adiankoting, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pahae Julu dan Kecamatan Parmonangan. 

Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia 

Proyeksi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan mempertimbangkan 

data historis jumlah penduduk, Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan usia harapan 

hidup. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut kelompok usia dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.10    Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kelompok Usia (Jiwa) 
 

Kelompok Usia 2025 2026 2027 2028 2029 

0–4 32.564 33.345 34.143 34.919 35.667 

5–9 29.815 29.663 29.775 30.202 30.963 

10–14 32.155 31.873 31.440 30.873 30.192 

15–19 31.506 31.629 31.757 31.850 31.846 

20–24 30.417 30.649 30.789 30.863 30.927 

25–29 27.418 28.138 28.735 29.219 29.602 

30–34 22.471 23.253 24.171 25.155 26.101 

35–39 20.243 20.438 20.677 20.995 21.432 

40–44 19.229 19.350 19.435 19.510 19.606 

45–49 17.565 17.809 18.050 18.271 18.469 

50–54 15.694 15.907 16.130 16.355 16.576 

55–59 13.955 14.059 14.195 14.360 14.541 

60–64 12.538 12.620 12.651 12.650 12.666 

65–69 10.069 10.218 10.411 10.620 10.800 

70–74 7.984 8.074 8.103 8.108 8.128 

75+ 7.233 7.555 7.885 8.205 8.491 

Total 330.856 334.580 338.347 342.155 346.007 

Sumber: BPS (diolah, 2024) 
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Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara 

diproyeksikan meningkat dari 330.856 jiwa pada tahun 2025 menjadi 346.007 pada tahun 2029.  

Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan 

Kepadatan penduduk diproyeksi berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan luas wilayah 

masing-masing kecamatan. Hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dapat 

dilihat sebagai berikut: 
 

Tabel 2.11    Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km2) 
Kecamatan 2025 2026 2027 2028 2029 

Parmonangan 60,19 60,87 61,56 62,25 62,95 

Adiankoting 31,87 32,23 32,59 32,96 33,33 

Sipoholon 136,70 138,23 139,79 141,36 142,96 

Tarutung 426,62 431,42 436,27 441,19 446,16 

Siatas Barita 162,75 164,58 166,43 168,32 170,21 

Pahae Julu 87,12 88,11 89,10 90,10 91,12 

Pahae Jae 63,72 64,44 65,16 65,90 66,64 

Purbatua 45,35 45,87 46,38 46,90 47,43 

Simangumban 59,33 60,00 60,67 61,36 62,05 

Pangaribuan 69,21 69,99 70,78 71,58 72,38 

Garoga 34,31 34,69 35,08 35,48 35,88 

Sipahutar 72,86 73,68 74,51 75,35 76,20 

Siborongborong 195,08 197,27 199,49 201,73 204,01 

Pagaran 145,66 147,30 148,96 150,63 152,34 

Muara 193,40 195,59 197,78 200,01 202,27 

Total 88,19 89,19 90,19 91,21 92,23 

Sumber: BPS (Diolah, 2024) 

Kepadatan penduduk diproyeksikan meningkat dari 88,19 jiwa/km2 menjadi 92,23 

jiwa/km2. Pada tahun 2029 penduduk terpadat berada pada Kecamatan Tarutung sebanyak 

446,16 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Siborongborong sebanyak 204,01 jiwa/km2 serta 

Kecamatan Muara sebanyak 202,27 jiwa/km2. Sementara itu, Kecamatan dengan kepadatan 

terkecil pada Kecamatan Adiankoting sebanyak 33,33 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Garoga 

sebanyak 35,88 jiwa/km2 serta Kecamatan Purbatua sebanyak 47,43 jiwa/km2.  

 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah sejumlah faktor yang bersama-sama menciptakan 

kondisi kehidupan yang baik dan berkualitas bagi semua anggota masyarakat. Kesejahteraan 

masyarakat tercapai ketika faktor-faktor ini dikelola dengan baik dan terintegrasi dalam upaya 

menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kualitas hidup yang baik bagi 

semua anggota masyarakat. 
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2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang 

disebabkan oleh kenaikan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat 

menunjukkan bahwa semakin tingginya perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.17    Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 

Dan Nasional (%) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan dari 

tahun 2020 sebesar 1,50 persen hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4,a77 persen. Pada tahun 

2020 rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan Pandemi Covid-19 yang berdampak secara 

global. Namun, Kabupaten Tapanuli Utara mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada 

tahun tersebut, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. 

Pada tahun berikutnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara kembali meningkat 

hingga tahun 2024 mencapai 4,77 persen. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi berdasarkan 

17 Sektor Perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 2.12    Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara 
Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,30 4,59 4,80 3,99 2,95 

Pertambangan dan Penggalian 5,96 5,98 4,56 4,50 4,90 

Industri Pengolahan 0,10 3,31 3,96 5,41 4,43 

Pengadaan Listrik dan Gas 9,84 5,79 2,31 3,38 0,86 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 
4,37 5,43 4,52 4,91 1,32 

Konstruksi -0,81 3,22 4,00 4,64 3,85 
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Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 
3,79 3,94 4,50 6,50 7,76 

Transportasi dan Pergudangan -3,85 2,77 7,53 7,15 7,29 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,29 2,40 7,14 7,04 9,66 

Informasi dan Komunikasi 8,51 4,82 4,83 3,67 6,83 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,39 2,52 3,17 3,94 4,92 

Real Estate 1,01 0,39 4,85 3,72 3,20 

Jasa Perusahaan 5,02 2,73 6,55 4,40 7,07 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
-0,83 0,29 -0,88 4,54 7,89 

Jasa Pendidikan 5,11 2,87 4,52 4,99 5,23 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,97 0,38 5,57 4,96 5,11 

Jasa lainnya -0,86 2,75 7,18 4,93 7,06 

Laju Pertumbuhan 1,50 3,54 4,25 4,75 4,70 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Berdasarkan tabel tersebut, Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 

2024 adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan 

ekonomi sebesar 9,66 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,89 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,29 

persen. Sementara itu, Sektor Perekonomian dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2024 

adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,86 persen, Sektor Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,32 

persen, dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,95 persen. 

Untuk melihat peran masing-masing sektor perekonomian terhadap perekonomian, maka 

dilakukan pengukuran distribusi PDRB. Distribusi PDRB adalah kontribusi dari masing-masing 

sektor perekonomian terhadap total agregat PDRB. Distribusi PDRB digunakan untuk melihat 

Sektor mana yang paling berperan dalam perekonomian suatu wilayah. Adapun distribusi PDRB 

berdasarkan jenis sektor perekonomian dapat dilihat pada gambar berikut:  

 
Tabel 2.13    Kontribusi PDRB Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara (%) 

 

Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 43,31 43,91 44,91 45,16 44,85 

Pertambangan dan Penggalian 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Industri Pengolahan 2,27 2,31 2,25 2,20 2,18 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 

Konstruksi 14,14 14,19 14,24 14,14 13,89 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
15,68 15,84 15,79 15,91 16,29 

Transportasi dan Pergudangan 4,86 4,80 4,87 5,13 5,23 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,45 2,36 2,34 2,35 2,46 

Informasi dan Komunikasi 0,81 0,82 0,78 0,74 0,74 
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Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,61 1,59 1,57 1,53 1,49 

Real Estate 2,39 2,32 2,25 2,20 2,15 

Jasa Perusahaan 0,31 0,31 0,30 0,29 0,30 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
9,43 8,88 8,12 7,83 7,91 

Jasa Pendidikan 1,61 1,56 1,50 1,47 1,46 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,73 0,70 0,68 0,68 0,68 

Jasa lainnya 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Berdasarkan gambar tersebut, Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara 

didominasi oleh Sektor Primer, kemudian Sektor Tersier, dan Sektor Sekunder. Kontribusi Sektor 

Primer cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 43,31 persen pada tahun 2020 

menjadi 44,85 persen pada tahun 2024. Sektor Primer memiliki peran yang besar bagi 

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagian besar aktivitas perekonomian di Tapanuli 

Utara bergerak pada Sektor Primer. Sementara itu, Sektor Tersier cenderung mengalami 

penurunan dari 40,01 persen pada tahun 2020 menjadi 38,84 persen pada tahun 2024. Terakhir, 

Sektor Sekunder cenderung mengalami peningkatan dari 16,61 persen pada tahun 2020 menjadi 

16,24 persen pada tahun 2024. 

Kontribusi Sektor Primer didorong oleh  Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang 

memberikan kontribusi lebih dari 40 persen. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 

43,31 persen dan cenderung meningkat hingga tahun 2024 mencapai 44,85 persen. Sementara 

itu, dari Sektor Sekunder didorong oleh Sektor Konstruksi sekaligus sebagai penyumbang PDRB 

terbesar ketiga dari seluruh sektor. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 14,14 

persen dan cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 13,89 persen. Selanjutnya, dari 

Sektor Tersier didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor yang memiliki sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua dari seluruh 

sektor perekonomian. Pada tahun 2020 sektor tersebut menyumbang sebesar 15,68 persen dan 

cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 16,29 persen PDRB Kabupaten 

Tapanuli Utara. PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 
Tabel 2.14    Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Rp. Miliar) 

 

Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022 2023 2024 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5.261,94 5.581,69 6.143,38 6.654,54 7.092,06 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 399,93 404,43 455,71 533,06 598,64 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.302,94 1.337,60 1.357,71 1.488,10 1.576,56 

Pembentukan Modal Tetap Bruto 3.585,99 3.793,84 4.036,10 4.367,41 4.496,28 

Perubahan Inventori 210,70 240,17 274,91 289,71 221,60 

Net Ekspor Barang dan Jasa -2.487,07 -2.557,66 -2.622,17 -2.843,12 -2.705,98 

PDRB 8.274,43 8.800,08 9.645,64 10.489,70 11.279,15 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 
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Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran 

terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel menunjukkan bahwa dari 

seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata 

sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan 

kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 

maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari 

institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa 

yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-

lain). Selama periode tahun 2020-2024 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami 

peningkatan, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Kenaikan jumlah 

penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah 

tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan sebagian besar 

untuk makanan, minuman dan rokok. 

Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang 

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

 

Gambar 2.18   Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan sebesar 

0,33 poin yaitu dari 8,54 persen pada tahun 2023 menjadi 8,21 persen pada tahun 2024, angka 

ini lebih baik dibandingkan dengan Nasional 8.57 persen pada Tahun 2023, namun masih berada 

dibawah capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,19 persen pada tahun 2024. Optimalisasi 

dalam sinkronisasi dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang 

sangat diperlukan dalam penurunan tingkat kemiskinan. 
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Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks 

Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti 

ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti 

ketimpangan tinggi. Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 2.19   Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 

(Bulan Maret) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 

sebesar 0,287 poin hingga pada tahun 2024 mencapai 0,242 poin.  Jika dibandingkan dengan 

Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih 

rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara 

merata dan lebih unggul dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Namun, hal ini 

perlu dicermati bahwa gini ratio yang rendah belum tentu menandakan hal yang baik, di mana 

hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan setiap penduduk hampir sama rendahnya. Maka 

dari itu, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta peningkatan 

kapasitas SDM agar memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki 

pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara 

tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit 

sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingkat 

Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam 

kelompok pengangguran, diperoleh dari hasil pembagian jumlah pengangguran per jumlah 

tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 2.20   TPT Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 

(Bulan Agustus) (%) 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami 

penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tapanuli 

Utara sebesar 2,94 persen kemudian cenderung menurun hingga tahun 2023 mencapai 1,21 

persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Kabupaten Tapanuli 

Utara jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang bekerja 

dibandingkan menganggur pada Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun TPT Kabupaten Tapanuli 

Utara sangat rendah, namun masyarakat banyak yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak 

dibayar. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya pekerja tidak 

dibayar, maka tidak memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu 

meningkatkan lapangan pekerjaan melalui investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja 

agar memenuhi kebutuhan industri sehingga masyarakat dapat mengalami peningkatan 

ekonomi. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator yang digunakan oleh PBB untuk 

mengukur perkembangan kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi suatu negara. IPM 

menggabungkan beberapa dimensi penting dalam pembangunan, termasuk harapan hidup, 

pendidikan, dan pendapatan per kapita. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

tentang perkembangan manusia daripada hanya menggunakan ukuran ekonomi seperti Produk 

Domestik Bruto (PDB) per kapita. IPM dapat memberikan pandangan lebih menyeluruh tentang 

tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. IPM 

Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.21   IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 

                           

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2020 

hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Kabupaten 

Tapanuli Utara sebesar 75,77 poin mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 

mencapai 77,48 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, IPM 

Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih tinggi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini secara 

umum menunjukkan bahwa akses pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara semakin dapat 

dirasakan oleh masyarakat secara merata. 

 

2.2.2 Kesehatan 

Kesehatan untuk Semua bertujuan memastikan setiap individu, tanpa memandang latar 

belakang ekonomi, sosial, atau geografis, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang 

berkualitas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk mewujudkan akses layanan 

kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Prioritas utama 

mencakup penguatan fasilitas kesehatan dasar, peningkatan kualitas tenaga medis, serta 

program promotif dan preventif untuk mengurangi penyakit. Dengan pendekatan berbasis 

teknologi kesehatan, pemerintah berupaya untuk menjangkau daerah terpencil serta kelompok 

rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. 

Usia Harapan Hidup 

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru 

lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator 

keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor 

kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan 

Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi 

tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli 

Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.22   Usia Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara 

mengalami peningkatan dari 73,35 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,36 tahun pada tahun 

2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Usia Harapan Hidup 

Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan 

kesehatan oleh pemerintah daerah semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. 

Dalam upaya meningkatkan Usia Harapan Hidup, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas 

layanan kesehatan, melalui pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, pembangunan 

infrastruktur jalan sehingga meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, 

serta pemerataan dokter dan tenaga kesehatan ke seluruh wilayah. 

Prevalensi Stunting 

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia. Kekurangan gizi buruk dapat menyebabkan terjadinya 

stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensional. Intervensi stunting sangat 

memerlukan konvergensi program,/intervensi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia 

(SSGI) sebesar 38,60 persen sehingga pada tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Utara melalui 

Keputusan Menteri Bappenas ditetapkan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting 

Terintegrasi. Agar Kabupaten Tapanuli Utara dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai 

dengan target nasional yaitu sebesar 14 persen diharapkan keterlibatan semua pihak. 
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Gambar 2.23   Prevalensi Stunting Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Tapanuli Utara 

Berdasarkan tabel tersebut, Prevalensi Stunting di Kabupaten Tapanuli Utara menurun 

dari 38,60 persen pada tahun 2020 menjadi 26,70 persen pada tahun 2021. Namun, meningkat 

pada tahun 2022 mencapai 27,40 persen dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 

menjadi 32,5. Stunting disebabkan oleh berbagai factor mulai dari kehamilan, usia kehamilam, 

status gizi ibu, berat badan lahir rendah, Panjang lahir pendek. Resiko ini semakin tinggi bila 

terjadi infeksi berulang setelah lahir terutama diare dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). 

Di tingkat keluarga, faktor sosial ekonomi dan pendidikan orangtua turut berperan penting. 

Tingkat pendidikan orangtua yang rendah, pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, dan 

kondisi sanitasi yang buruk berhubungan secara positif dengan kejadian stunting. Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan kualitas layanan terhadap ibu dan anak, serta 

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gizi. Pemerintah juga perlu memastikan pangan 

bergizi dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali sehingga kebutuhan gizi 

masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, penetapan sasaran yang tepat dalam pencegahan dan 

penanganan stunting. 

 Tuberkulosis (TBC) 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebbakan oleh mycobacterium tuberkulosis 

yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Penyebaran Tuberkulosis terjadi melalui batuk 

atau bersin dari orang yang menghirup droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Meskipun 

Tuberkulosis menyebar dengan cara yang sama dengan flu, tetapi penularannya tidak mudah. 

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan Tuberkulosis antara lain kontak 

dekat dengan penderita Tuberkulosis aktif, lingkungan yang padat dan kurang ventilasi serta 

sistem imun yang lemah. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis bahwa target penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC 

menjadi 65 (enam puluh) per 100.000 (seratus ribu penduduk dan penurunan angka kematian 

akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk. 
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Adapun perkembangan angka kejadian (incidenci rate) TBC di Kabupaten Tapanuli Utara 

dapat dilihat pada grafik berikut :  

 
Gambar 2.24   Incidence Rate di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Dinas Kesehatan, 2025 

 

Incidenci rate digunakan untuk mengukur beban penyakiy TBC yang terjadi dalam suatu 

populasi dan memantau efektivitas program pengendalian Tuberkulosis. Semakin tinggi 

incidence rate maka semakin besar beban penyakit Tuberkulosis dalam populasi tersebut, yang 

menunjukkan antara lain kurangnya efektivitas program pengendalian Tuberkulosis, adanya 

factor resiko yang tinggi dalam populasi (kemiskinan, kepadatan penduduk, kurangnya akses ke 

layanan kesehatan) serta keterlambatan diagnosis dan pengobatan Tuberkulosis. 

 

2.2.3 Pendidikan 

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses yang 

setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berfokus pada peningkatan kemampuan 

guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang 

memadai di semua daerah, termasuk daerah terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi, 

pemerintah berupaya untuk menghilangkan kesenjangan akses belajar antara wilayah 

perkotaan dan pedalaman, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Pembangunan 

pendidikan juga memperhatikan anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak yang terlantar. 

Melalui pendekatan berbasis kompetensi dan karakter, diharapkan pendidikan dapat 

membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global dan memperkuat sumber daya 

manusia untuk masa depan. 

Rata-Rata Lama Sekolah  

Rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya penduduk bersekolah 

mulai sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah 

tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang 

kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. 
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Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan 

dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah 

Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.25   Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 
dan Nasional (Tahun) 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan gambar tersebut, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara 

mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 9,85 tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2024 

mencapai 10,31 tahun. Artinya, pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten 

Tapanuli Utara sampai pada jenjang SMA kelas 1. Apabila dibandingkan dengan kondisi Provinsi 

Sumatera Utara dan nasional, rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih 

tinggi setiap tahun. Hal ini karena rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap fasilitas 

pendidikan, atau pun kesadaran yang kurang dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah perlu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 

Harapan Lama Sekolah 

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk 

memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia karena harapan lama sekolah 

mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara 

sederhana, harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut 

umur tunggal. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan lamanya 

sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan 

Nasional dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.26   Harapan  Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 

dan Nasional (Tahun) 
 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Tapanuli Utara, anak-

anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan 

selama 13,74 tahun. Artinya, secara umum penduduk Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 

harapan untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (Diploma I). Jika 

dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, harapan lama sekolah masyarakat 

Kabupaten Tapanuli Utara lebih tinggi. Harapan lama sekolah yang tinggi menggambarkan 

kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Kabupaten Tapanuli Utara 

perlu meningkatkan pembangunan pendidikan agar harapan lama sekolah dapat meningkat di 

Kabupaten Tapanuli Utara.  

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah adalah 

melalui peningkatan wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Maka dari itu, 

pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan literasi masyarakat melalui 

pembangunan perpustakaan. Untuk mengukur capaian pembangunan literasi masyarakat 

digunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut: 

 
Gambar 2.27    Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara 
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Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli 

Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya yang memang masih sangat rendah. Tetapi pada 

tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan 

semakin meningkatnya jumlah perpustakaan di desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. 

Diharapkan semakin banyaknya perpustakaan yang dekat dengan masyarakat terutama di desa 

dapat menjadi wadah untuk meningkatkan literasi masyarakat. 

 
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 

Pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara inklusif. Pemerintah berfokus pada 

penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan masyarakat rentan, serta penyediaan jaring 

pengaman sosial yang terintegrasi. Dengan memperluas cakupan bantuan sosial, meningkatkan 

akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan program layanan khusus untuk 

penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal, diharapkan masyarakat bisa keluar 

dari kemiskinan. Perlindungan sosial yang adaptif diimplementasikan melalui pendekatan 

berbasis teknologi untuk memastikan penerapan yang lebih transparan, efisien, dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan keadilan sosial dan 

kesejahteraan yang lebih merata. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sosial 

yang adaptif dapat digambarkan dari indikator kepesertaan masyarakat terhadap jaminan 

kesehatan nasional dan kepesertaan perlindungan sosial ketenagakerjaan. 

 
Gambar 2.28    Kesetaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Kesejahteraan (%) 

 

Sumber: BPJS & Dinas Kesehatan 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat dari 82,50 persen pada tahun 2020 

menjadi 89,00 persen pada tahun 2023. Capaian ini masih mengindikasikan bahwa masih adanya 

sebesar 11,00 persen masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan 

nasional. Kepesertaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan sehingga 

masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang sama.  

Sementara itu, Kepesesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah, di mana 

pada tahun 2023 hanya mencapai sebesar 8,96 persen. Hal ini menandakan bahwa masih 

banyak tenaga kerja yang belum terlindungi oleh program jaminan sosial tenaga kerja yang 

diberikan pemerintah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang bekerja 

pada sektor informal sehingga tidak diikutsertakan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mendorong kesadaran berbagai perusahaan yang belum 

mendaftarkan tenaga kerjanya untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 

 
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

beragama dan harmonis, serta mengembangkan kebudayaan yang maju. Dalam mewujudkan 

masyarakat yang beragama maslahat, pemerintah berfokus pada penguatan toleransi antar 

umat beragama, peningkatan pendidikan keagamaan, serta pencegahan konflik yang bersumber 

dari perbedaan agama. Di samping itu, budaya dikembangkan melalui pelestarian warisan 

budaya lokal, pengembangan karya seni dan tradisi, serta penanaman nilai-nilai luhur budaya 

Tapanuli Utara. Dengan mengintegrasikan kegiatan budaya dan keagamaan, diharapkan tercipta 

masyarakat yang berakhlak mulia, berkebudayaan maju, dan mampu menjadi teladan dalam 

keharmonisan antar umat beragama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 

sejahtera, dan bermartabat. 

Indeks Kerukunan Umat Beragama 

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan alat ukur komprehensif yang menilai 

tingkat harmonisasi hubungan antar pemeluk agama dalam suatu wilayah. Indeks ini 

dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan objektifikasi kondisi kerukunan beragama 

yang selama ini sering hanya dinilai secara kualitatif. 

Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan suatu alat ukur komprehensif yang menilai 

sejauh mana pembangunan kebudayaan suatu wilayah atau negara mampu memajukan, 

melestarikan, dan memberdayakan unsur-unsur kebudayaan sebagai modal sosial dan ekonomi. 

Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk pelestarian warisan budaya, 

pengembangan kreativitas seni, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta 

kontribusi sektor kebudayaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Indeks ini berfungsi 

sebagai panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan 

yang mendukung penguatan identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi 

kreatif 

 

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 

Pemerintah bertekad membangun masyarakat yang kuat dan harmonis dengan 

memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan. Hal ini ditingkatkan melalui  

pendidikan keluarga, peningkatan kesejahteraan anggota keluarga, serta penguatan nilai-nilai 

keharmonisan dan tanggung jawab bersama. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, 

pemerintah juga memastikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang 

pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Upaya ini mencakup pemberdayaan ekonomi 

perempuan, penghapusan praktik diskriminatif, serta kampanye peningkatan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya kesetaraan. 
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Masyarakat inklusif adalah tujuan akhir yang diharapkan, di mana setiap individu tanpa 

diskriminasi dapat menikmati kesempatan yang sama. Program ini akan memprioritaskan 

layanan untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak terpinggirkan, dan 

lansia, dengan penyediaan fasilitas yang terjangkau dan akses layanan yang adil. Dengan 

mengintegrasikan teknologi dan pendekatan holistik, diharapkan keluarga, perempuan, dan 

seluruh masyarakat dapat bertumbuh secara adil dan merata. Masyarakat yang inklusif dan 

kesetaraan gender akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan. 

Indeks Perlindungan Anak 

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang digunakan untuk melihat 

pemenuhan hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan 

yang aman, nyaman, dan mendukung. Dengan menggunakan indeks ini, pemerintah dan 

pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah strategis 

untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak. 

 

Gambar 2.29    Indeks Perlindungan Anak (Poin) 

 

Sumber: Siperindu 

 

Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 57,86 poin pada tahun 2020 menjadi 59,52 poin 

pada tahun 2023. Dan mengalami penurunan menjadi 59,21 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, 

telah di bentuk UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli 

Utara untuk lebih intens dalam penanganan dan perlindungan perempuan dan anak. engan 

begitu,  semakin terbuka luas pengaduan dan penanganan kasus perempuan dan anak yang 

terlapor dan ditangani. Hal ini salah satu penyebab terjadinya penurunan Indeks Perlindungan 

Anak. Junlah kasus yang terlapor dan yang ditangani semakin meningkat. Pemerintah terus 

berupaya meningkatkan perlindungan melalui pengembangan sistem perlindungan anak yang 

inklusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan 

daerah menjadi tidak ramah anak. 

Indeks Pembangunan Keluarga 

Indeks Pembangunan Keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas 

kesejahteraan dan kemajuan dalam pembangunan keluarga. Indeks ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa baik suatu keluarga atau masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan 
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yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Indeks pembangunan keluarga 

menjadi indikator penting untuk melihat kemajuan dan memastikan bahwa setiap keluarga 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Indeks ini berperan dalam mendorong tercapainya 

tujuan pembangunan yang merata. 

 

Gambar 2.30    Indeks Pembangunan Keluarga (Poin) 

 
Sumber: Siperindu 

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari 53,26 poin 

pada tahun 2021 menjadi 59,17 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

Peningkatan indikator ini juga mengindikasikan bahwa semakin baiknya kualitas hidup manusia. 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga melalui sosialisasi, peningkatan 

kapasitas keluarga, kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, pembangunan masyarakat, dan 

penguatan kelembagaan sehingga mewujudkan keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia. 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender mengukur kesetaraan akses pembangunan daerah yang 

dirasakan oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Indikator ini menjelaskan 

ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin besar nilai IPG, maka 

semakin besar pula kesetaraan capaian antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG 

Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2023 sebagai berikut: 

 
Gambar 2.31    Indeks Pembangunan Gender (Poin) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  
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Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapanuli Utara cenderung meningkat dari 98,27 

poin pada tahun 2020 mencapai 98,42 poin pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan 

bahwa masih belum tercapainya kesetaraan antara pria dengan wanita yang diukur dari aspek 

pendidikan, kesehatan, dan perekonomian meskipun belum mencapai 100 poin. Pemerintah 

perlu memastikan agar penduduk wanita juga memperoleh akses pendidikan dan kesehatan 

yang sama di Kabupaten Tapanuli Utara 

Indeks Pemberdayaan Gender 

Indeks Pemberdayaan Gender mengukur keterlibatan perempuan dalam pembangunan 

daerah. Indeks Pemberdayaan Gender diukur berdasarkan aspek keterlibatan perempuan dalam 

parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Capaian Indeks Pemberdayaan 

Gender selama dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

Gambar 2.32    Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapanuli Utara cenderung menurun dari 65,81 

poin pada tahun 2020 menjadi 63,80 poin pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa 

semakin menurunnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah. Penurunan 

tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi perempuan dalam parlemen dan akses 

pendidikan penduduk perempuan. Kabupaten Tapanuli Utara harus memastikan bahwa setiap 

orang tanpa memandang gender mendapatkan peran yang sama sehingga tidak ada diskriminasi 

antar gender. Penduduk perempuan juga harus dilibatkan dalam pembangunan daerah agar 

tercipta kesetaraan gender. 

Indeks Ketimpangan Gender 

Indeks Ketimpangan Gender adalah ukuran statistik yang menggambarkan perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi tertentu. Indeks Ketimpangan Gender 

diukur dari 3 aspek, yakni 1) Kesehatan Reproduksi; 2) Pemberdayaan; dan 3) Pasar Tenaga 

Kerja. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapanuli Utara digambarkan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 2.33    Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapanuli Utara 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan gambar tersebut, Indeks Ketimpangan Gender cenderung menurun dari 

0,421 poin pada tahun 2020 menjadi 0,292 poin pada tahun 2023. Tetapi pada tahun 2024, 

Indeks Ketimpangan Gender mengalami kenaikan menjadi 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya ketidaksetaraan gender di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana hal ini 

menunjukkan bahwa baik dari segi akses pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta peran 

penduduk perempuan dalam perekonomian semakin berkurang. Pemerintah harus memastikan 

bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dirasakan oleh setiap penduduk tanpa 

memandang gender.  

 

2.3. Aspek Daya Saing Daerah 

Aspek daya saing daerah merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

suatu daerah untuk bersaing secara ekonomi, sosial, dan politik dalam skala nasional dan 

internasional.  

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat 

penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang 

tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah 

dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan 

pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk 

menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju 

pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan 

tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.  

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang 

masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja 

semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya 

lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan 

oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/keterampilan, 

pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku.  
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Angka Ketergantungan 

Tingginya jumlah angkatan kerja juga akan berpengaruh pada besarnya kapasitas 

penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif sehingga nilai rasio 

ketergantungan akan cenderung menurun. Indikator yang menggambarkan ketergantungan 

penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi 

yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan 

menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial. 

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut 

dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun 

(angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar 

dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong negara maju 

atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator 

demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin 

tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup 

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, sedangkan persentase dependency ratio 

yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang 

produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Dependency 

Ratio Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam gambar berikut:  
 

Gambar 2.34    Rasio Ketergantungan Penduduk (Per 100 Penduduk) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tapanuli Utara 

semakin menurun dari tahun 2020 sebanyak  59,44 per 100 penduduk menjadi 56,92 per 100 

penduduk pada tahun 2024. Rasio ketergantungan sebesar 56,92 per 100 orang menunjukkan 

bahwa sebanyak kurang lebih 57 orang penduduk usia non-produktif ditanggung oleh 100 

penduduk usia produktif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah melihat penduduk usia 

tidak produktif yang meningkat dibandingkan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa semakin 

banyaknya tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. 
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2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) merupakan pondasi penting untuk mendorong 

inovasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan kemajuan Iptek, masyarakat dapat 

mengembangkan solusi-solusi baru yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup tetapi juga 

meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Inovasi sebagai hasil dari kemajuan Iptek menjadi 

kunci untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan peluang baru dalam perekonomian. 

Produktivitas ekonomi dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi. Dengan adanya 

investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan sains dan teknologi, serta kebijakan 

yang mendukung inovasi, diharapkan produktivitas ekonomi dapat meningkat. 

Rasio PDRB Industri Pengolahan 

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah menggencarkan hilirisasi 

sumber daya yang tersedia di daerah. Pemerintah berupaya untuk memberdayakan masyarakat 

dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah agar mampu berdaya saing di pasar domestik 

dan internasional. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki produk pertanian yang melimpah, namun 

belum dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah.  
 

Gambar 2.35   Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Rasio PDRB Industri 

pengolahan sejak tahun 2021 sebesar 2,31 persen menjadi 2,18 persen pada tahun 2024. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin rendahnya peran industri bagi perekonomian daerah. Penurunan 

ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya hilirisasi produk daerah untuk meningkatkan nilai 

tambah produk. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu mendorong peningkatan ini 

melalui pemberdayaan masyarakat dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah dan 

menarik investasi baik dari dalam negeri, maupun luar negeri untuk Sektor Industri Pengolahan. 

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi ukuran bagi kontribusi 

Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian. Hal ini karena dengan adanya peningkatan 

kunjungan wisatawan berdampak bagi perekonomian setempat, terutama Sektor Akomodasi, 

seperti perhotelan atau penginapan, dan Makan Minum, seperti restoran, rumah makan, atau 

café. 
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Gambar 2.36    Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum menurun dari 2,45 persen pada tahun 2020 

menjadi 2,34 persen pada tahun 2022, lalu kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,46 

persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi 

perekonomian secara global karena pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, setelah pandemi 

berakhir, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan ekonomi hingga berhasil meningkatkan 

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencapai 2,46 persen. Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah dan mendorong 

promosi destinasi wisata agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten 

Tapanuli Utara. 

Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB 

Rasio Sektor Jasa Keuangan digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi sektor 

keuangan (bank dan lembaga keuangan lainnya) terhadap perekonomian daerah. 

Perkembangan rasio jasa keuangan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.37    Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) 

 

Sumber: BPS 

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menurun dari 1,66 persen menjadi 1,49 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi sektor keuangan di Kabupaten Tapanuli Utara semakin rendah. 

Hal ini dapat disebabkan oleh semakin kurangnya kuantitas lembaga keuangan ataupun 

rendahnya pendapatan sektor jasa keuangan pada Kabupaten Tapanuli Utara. 
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Rasio Kewirausahaan 

Wirausaha merupakan orang yang memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Adanya wirausaha penting bagi 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk melihat perkembangan kewirausahaan di suatu 

wilayah, maka dapat digunakan indikator rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan mengukur 

proporsi penduduk yang berusaha dibantu paling tidak satu orang buruh/karyawan tetap 

dengan seluruh angkatan kerja. Apabila rasio ini meningkat, maka semakin banyak wirausaha 

yang terdapat di wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan rasio kewirausahaan dapat 

menunjukkan semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 

Perkembangan rasio kewirausahaan pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:  

 

Gambar 2.38    Rasio Kewirausahaan  (%) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa rasio kewirausahaan meningkat dari 

0,99 persen pada tahun 2020 menjadi 1,77 persen pada tahun 2022. Tetapi, pada tahun 2023 

menurun cukup jauh menjadi 0,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya 

wirausaha yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara. Penurunan ini juga dapat disebabkan oleh 

semakin banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor informal dibandingkan bekerja pada 

sektor formal ataupun berwirausaha.  Pada tahun 2024, Rasio Kewirausahaan kembali 

meningkat menjadi sebesar 1,17 persen. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara perlu didorong 

untuk menumbuhkan jiwa wirausaha agar mampu secara mandiri menghasilkan pendapatan, 

serta berkontribusi bagi perluasan lapangan pekerjaan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pemberdayaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat yang inovatif, serta 

dukungan berupa bantuan permodalan untuk UKM daerah. 

Perbankan dan Pasar Modal 

Perbankan adalah sistem lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi 

dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam 

bentuk kredit serta berbagai layanan keuangan lainnya. Dalam pembangunan daerah, 

perbankan berperan strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan 

sektor produktif, penyediaan alat pembayaran yang efisien, dan pengelolaan risiko keuangan di 
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tingkat lokal. Penetrasi perbankan yang merata menjadi prasyarat terciptanya inklusi keuangan 

dan pemerataan akses modal di seluruh wilayah sehingga mendukung aktivasi potensi ekonomi 

daerah. Pasar Modal adalah infrastruktur yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana 

jangka panjang dengan pihak yang memiliki surplus dana melalui perdagangan efek (saham, 

obligasi, dan instrumen derivatif). Dalam perspektif pembangunan daerah, pasar modal 

berfungsi sebagai alternatif pendanaan proyek-proyek infrastruktur dan ekspansi usaha berskala 

besar yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kredit perbankan. Pengembangan pasar 

modal daerah memungkinkan mobilisasi dana masyarakat secara optimal, menarik investasi dari 

luar daerah, dan mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan. Penerbitan obligasi 

daerah (municipal bonds) merupakan instrumen inovatif yang memungkinkan pemerintah 

daerah mengatasi keterbatasan APBD untuk akselerasi pembangunan infrastruktur strategis 

yang berdampak pada peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat daerah. 

 
Tabel 2.15    Indikator Perbankan dan Pasar Modal 

 

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB) 0,28 0,29 0,27 0,25 0,24 

Total Kredit/PDRB ADHB (%) 0,32 0,29 0,33 0,34 0,35 

Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata 

Tahunan (Rp miliar) 
- 42,25 20,04 33,08 47,12 

Sumber: BI & OJK (Diolah, 2025) 

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB relatif stabil dari 0,22 persen menjadi 0,25 

persen. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah dana masyarakat yang ditabung di bank 

mampu mendorong perekonomian daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi 

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara masih rendah.  Total Kredit 

terhadap PDRB ADHB sedikit meningkat dari 0,25 persen menjadi 0,35 persen selama tahun 

2020-2024. Rasio ini digunakan untuk melihat pengaruh dari penyaluran dana kepada 

masyarakat terhadap kondisi perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran 

dana kepada masyarakat sangat sedikit berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. 

Nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan mengalami fluktuasi namun cenderung 

menurun dari tahun 2021 sebesar Rp 42,25 miliar menjadi Rp 33,08 miliar pada tahun 2023. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya aktivitas masyarakat di dalam pasar modal. 

Angkatan Kerja 

Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat 

pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam 

mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

merupakan ukuran untuk melihat ketersediaan penduduk angkatan kerja pada suatu wilayah.  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk berusia 15 tahun ke atas yang siap bekerja 

dibandingkan dengan total penduduk yang berada di suatu wilayah. TPAK merupakan salah satu 

indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. TPAK 

Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 2.39    Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan data tersebut, TPAK Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami 

penurunan dari 82,18 persen pada tahun 2020 menjadi 83,68 persen pada tahun 2024. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin berkurangnya penduduk usia produktif yang sedang bekerja atau 

sedang mencari pekerjaan/pengangguran. Untuk mengukur kualitas tenaga kerja pada suatu 

daerah, maka dapat dilihat melalui pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja menurut tingkat 

pendidikan pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:  

 
Tabel 2.16    Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan 

 

Angkatan Kerja 2020 2021 2022 2023 2024 

<= SD 38.309 38.520 31.708 29.577 32.178 

SMP 42.305 40.679 40.633 40.320 46.755 

SMA 47.602 50.183 62.599 59.617 72.478 

SMK 22.196 26.030 22.289 31.919 27.764 

D-I/II/III 5.279 5.211 3.749 5.731 3.248 

D-IV/S-1 16.802 15.038 13.528 20.147 14.069 

Total 172.493 175.661 174.506 187.311 196.492 

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Tapanuli 

Utara didominasi penduduk dengan lulusan SMA pada tahun 2024 sebanyak 72.478 jiwa. Hal ini 

perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan atau 

membina para generasi muda untuk menjadi wirausaha muda. Cakupan proporsi angkatan kerja 

berpendidikan perguruan tinggi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.40    Proporsi Angkatan Kerja Perguruan Tinggi (%) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 

Berdasarkan gambar tersebut, proporsi angkatan kerja dengan gelar tertinggi Diploma ke 

atas cenderung meningkat pada tahun 2020 sebesar 12,80 persen meningkat pada tahun 2023 

menjadi sebesar 13,82 persen, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 8,81 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa menurunnya kualifikasi angkatan kerja perguruan tinggi pada Kabupaten 

Tapanuli Utara. Pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat menempuh pendidikan yang 

lebih tinggi agar kualitas SDM di Kabupaten Tapanuli Utara semakin meningkat sehingga 

memiliki daya saing. Hal ini dapat didorong oleh pemerintah daerah melalui bantuan seperti 

program beasiswa untuk siswa berprestasi. 

Indeks Inovasi Daerah 

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator pengukuran dari penerapan inovasi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. IID bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi inovasi 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mendorong terciptanya inovasi yang 

berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat. 
 

Gambar 2.41    Indeks Inovasi Daerah 

 

Sumber: Kemendagri 

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami penurunan dari 50,55 

poin pada tahun 2022 menjadi 34,41 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin 

rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan terobosan baru dalam 

memberikan pelayanan publik yang optimal. Pemerintah perlu mendorong perangkat-

perangkat daerah agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan 

mendorong pertumbuhan daerah untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara. 
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